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PUTUSAN
Nomor 0006/Pdt.G/2014/PA.KIg.
BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan putusan
dalam perkara Cerai Talak antara :

ALl SUTOPO. S alias A. SUTOTO. S bin SAMAN, umur 60 tahun, agama
Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal
di Jalan Diponogoro Kelurahan Semarapura kelod kangin
Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, sebagai
Pemohon;

melawan

BECIK APSAH binti MUH SIRAT LH, umur 57 tahun, agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal Jalan
Rambutan No. 26 Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan
Buleleng Kota Singgaraja, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Mei

2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung
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dalam register Nomor 0006/Pdt.G/2014/PA.Klg. dengan dalil-dalil sebagai

berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 1984, Pemohon dengan
Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sesuai
Kutipan Akta Nikah Nomor: 367/171/1984, tanggal 26 Januari
1984;

1. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup
sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya
bertempat tinggal bersama semula di rumah kontrakan di
Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur selama 6 bulan,
dan terakhir di rumah kontrakan di Kampung Bugis, Kecamatan
Buleleng, Kabupaten Buleleng-Singaraja selama 19 tahun;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak,
yang masing-masing bernama :

a. AJENG SUKMA NINGSIH binti ALI SUTOPO, umur 30 tahun;

b. AJENG SUSILAWATI binti ALI SUTOPO, umur 29 tahun;

c. MAISARAH binti ALI SUTOPO, umur 26 tahun;

Anak-anak tersebut telah menikah dan saat ini ikut bersama suami
masing-masing;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon

mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara
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terus menerus yang sulit di atasi sejak tahun 1997 sampai
dengan sekarang;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tahun
20083;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran
tersebut karena :

a. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada
Pemohon sebab Termohon sudah tidak memberikan hubungan
lahir batin layaknya suami isteri, sehingga sering membuat
Pemohon merasa kesepian;

b. Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon
telah selingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut,
akhirnya sejak tahun 2003 hingga sekarang selama kurang lebih
11 (sebelas) tahun Pemohon sudah tidak tahan lagi, akhirnya
Pemohon meninggalkan Termohon sehingga Pemohon dan
Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah
rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di.Klungkung
dan Termohon bertempat tinggal di Singaraja;

7. Bahwa sejak berpisah dengan Termohon selama 11 (sebelas)
tahun maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana
sebagaimana mestinya karena sejak itu Termohon tidak lagi

melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;
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8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut
dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan
Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan
Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasa
rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa
dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara
terus menerus yang berkepanjangan dan sulit di atasi dan tidak
ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon
berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Klungkung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Ali SUTOPO. S alias A
SUTOTO.S bin SAMAN. S ) untuk mengucapkan ikar talak
terhadap Termohon (BECIK APSAH binti MUHSIRAT LH).

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya

perkara.
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SUBSIDAIR:
Mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono )
dan bermanfaat.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang
menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap
dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya
yang sah serta tidak ternyata pula bahwa ketidak hadirannya itu karena
sesuatu alasan yang sah, meskipun berdasarkan berita acara panggilan
Nomor 0006/Pdt.G/2014/PA.Klg. tanggal 16 Juni 2014 dan nomor yang sama
tertanggal 08 Juli 2014 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,
yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang;

Bahwa oleh karena persidangan perkara ini hanya dihadiri oleh pihak
Pemohon, sedang Termohon tidak pernah datang di persidangan, maka
upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis telah berupaya agar
Pemohon tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon
tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap melanjutkan perkaranya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang
isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan penjelasan dan
penambahan oleh Pemohon sendiri secara lisan, khususnya mengenai
penyebab perselisihan dan pertengkarannya, sebagai berikut

e Sejak tahun 1997-2003 Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan
pisah ranjang karena antara Pemohon dan Termohon sering beda

pendapat, tetapi masih tinggal serumah, kemudian pada tahun 2003

karena tidak tahan lagi dengan sikap Termohon, Pemohon
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meninggalkan Termohon bersama 2 (dua) anaknya yaitu anak yang

kedua dan ketiga ke Klungkung, tetapi Pemohon masih tetap

memberikan nafkah kepada Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (ALI SUTOPO.
S alias A. SUTOTO. S bin SAMAN.) Nomor: 5105033112540081
tertanggal 05 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
Masbagik, Kabupaten Lombok Timur. Nomor: 367/171/1984 Tanggal
26 Januari 1984, (bukti P.2);

Bahwa terhadap alat bukti tertulis tersebut di atas, Majelis Hakim
telah memeriksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan
aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh
Ketua Majelis masing-masing bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.1
dan P.2;

B. Saksi:

1. SURAHMAN bin ABDUL WAHID, 79 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Dagang, Pendidikan SMP, tempat tinggal di Jalan Depan No0.125
Kampung Islam Lebah, Kelurahan Semarapura Kangin, Kecamatan
Klungkung, Kabupaten Klungkung, di bawah sumpahnya memberikan

keterangan sebagai berikut:
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e Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai
teman Pemohon;

e Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang
menikah di Lombok pada tahun 1990;

e Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di
Lombok, lalu pindah ke Singaraja;

e Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

e Bahwa setelah dikaruniai anak yang ke 3 (tiga), kehidupan rumah
tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi
perselisihan dan pertengaran karena Pemohon dan Termohon sama-
sama keras dalam pendirian, tidak ada yang mau mengalah;

e Bahwa penyebab lain dari perselisihan Pemohon dan Termohon
karena masalah ekonomi keluarga, dalam hal ini Termohon selalu
kurang terhadap penghasilan Pemohon, dan Termohon juga pernah
mengatakan bahwa Pemohon adalah suami yang tidak baik;

e Bahwa terhadap sikap Termohon kepada Pemohon tersebut,
Pemohon masih tetap bisa menahan diri dan tetap memberi nafkah
kepada Termohon sesuai kemampuan Pemohon;

e Bahwa perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi
pada tahun 2003, tentang anak Pemohon dan Termohon yang
pertama, yaitu Termohon menginginkan anaknya bekerja di kafe,

tetapi Pemohon tidak setuju, dan terjadilah pertengkaran yang
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akhirnya karena Pemohon diusir, Pemohon pergi meninggalkan
Termohon pindah ke Kabupaten Klungkung;

¢ Bahwa sebelum pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah
terjadi pisah ranjang, karena Termohon tidak mau melayani Pemohon,
dan hal itu sudah berlangsung lebih dari 1 (satu) tahun;

e Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan
Termohon, tetapi tidak berhasil.

e Bahwa hingga saat ini sudah 11 (sebelas) tahun Pemohon dan
Termohon berpisah tempat tinggal;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak
keberatan;

2. KALIMAN bin WAGIMIN, 47 tahun, Agama lIslam, Pekerjaan Dagang,
Pendidikan SMP, tempat tinggal di Lingkungan Pande Kaliunda,
Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten
Klungkung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut:

e Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai
teman Pemohon;

e Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah,
karena saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak mereka sudah
dikaruniai 1 (satu) orang anak;

e Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak di Singaraja

tahun 1987 sebagai tetangga kost, hingga tahun 1990;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e Bahwa sekitar pada tahun 2000, saksi kembali bertemu dengan
Pemohon dengan 2 (dua) orang putrinya yang kedua dan ketiga di
Kabupaten Klungkung, sedangkan putri Pemohon yang pertama
bersama Termohon di Kabupaten Buleleng Kota Singaraja;

¢ Bahwa pada waktu Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Singaraja,
Pemohon dan Termohon sering terjadi keributan-keributan kecil yang
disebabkan antara lain karena Termohon membeda-bedakan
makanan Pemohon, Termohoan dan anak-anaknya;

e Bahwa setiap ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon,
pihak keluarga Termohon selalu datang untuk mennasehati
Termohon;

e Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis
sejak tahun 1997 hingga sekarang disebabkan karena Termohon
mempunyai watak atau sifat yang keras;

e Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan
Termohon, tetapi tidak berhasil.

e Bahwa hingga saat ini sudah lebih dari 11 (sebelas) tahun Pemohon
dan Termohon berpisah tempat tinggal;

e Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon masih tetap memberi

nafkah (uang belanja) kepada Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak

keberatan;
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Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara
lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan
Termohon dan mohon perkara segera diputus;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu

apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal
yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian tak
terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana teruraikan di atas;.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon
datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon meskipun
telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka
sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk
menghadap di persidangan, dan tidak ternyata pula bahwa ketidak
datangannya tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah, maka Majelis
patut menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan
patut tidak datang menghadap di persidangan, sehingga permohonan
tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan
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sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis
membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;
Menimbang, bahwa pertama-tama perlu dipertimbangkan mengenai
kewenangan Pengadilan Agama Klungkung untuk memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara ini, bahwa dari posita dan petitum permohonan
Pemohon telah jelas menunjukkan perkara ini merupakan sengketa
perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1, ternyata Pemohon saat ini
berdomisili di Wilayah Kabupaten Klungkung, yang merupakan Wilayah
Hukum Pengadilan Agama Klungkung, maka sesuai ketentuan Pasal 49
ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama

Klungkung;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan perkara ini hanya
dihadiri oleh pihak Pemohon sedangkan pihak Termohon tidak pernah hadir,
maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun
2008, tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah
berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali
rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada
pokoknya mohon diizinkan untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon
dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi

perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Termohon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

%7

tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon sebab Termohon
sudah tidak memberikan hubungan lahir batin layaknya suami isteri,
sehingga sering membuat Pemohon merasa kesepian dan Termohon sering
cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah selingkuh dengan
perempuan lain tanpa alasan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil
permohonannya telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua)
orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan
aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan
Termohon sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah
memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Pemohon dan Termohon
merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in
judictio);

Menimbang, bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan
Pemohon serta sifat sengketa yang terjadi antara Pemohon dengan
Termohon, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi
yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak
(vide: Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);
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Menimbang, bahwa saksi 1 SURAHMAN bin ABDUL WAHID adalah
teman Pemohon, dan saksi 2 bernama KALIMAN bin WAGIMIN adalah
teman Pemohon. Dengan demikian kedua orang saksi tersebut telah
memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan disumpah,
sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat
1 angka 4 dan Pasal 175 R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon adalah fakta yang
dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus
dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah
memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg.
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan disumpah,
sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat
1 angka 4 dan Pasal 175R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang
dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus
dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah
memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg.
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon

besesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu
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keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309
R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon serta keterangan
saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta

di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

e Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah
tanggal 26 Januari 1984 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

e Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon
baik-baik saja, kemudian mulai tahun 1997 sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yaitu Termohon tidak
merasa puas dengan apa yang dihasilkan oleh Pemohon;

e Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus
menerus, pada tahun 2003 karena tidak tahan Pemohon bersama
putri kedua dan ketiga pindah ke Kabupaten Klungkung. Setelah itu
Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan
sekarang telah berjalan lebih darin 11 (sebelas) tahun;

e Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak
tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim
berkesimpulan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah
dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sehingga sudah tidak dapat

lagi dipertahankan;
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Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan, sebagaimana
yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan
saling menyayangi antara suami istri, sebagaimana yang diisyaratkan
dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Jaz5 Lol T3 aal 5osal afudsl 45 w50 GLE- 2 240305 50
REER S IR R JECERL T TEPE SO
Artinya : ” Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu
cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya
diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang
berfikir”.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera
akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi satu
sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih
sayang, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak
akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan tersebut
akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari fakta-fakta yang
terungkap di persidangan, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah

tempat tinggal selama lebih dari 11 (sebelas) tahun karena terjadi
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perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hal ini menurut Majelis Hakim,
menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon
telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi
dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa dengan kondisi obyektif kehidupan rumah tangga
Pemohon dengan Termohon seperti terurai di atas, harus dinyatakan telah
terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus, dan upaya-upaya perdamaian oleh Majelis
Hakim agar Pemohon rukun lagi dengan Termohon tidak membuahkan hasil,
dan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan tekad Pemohon untuk menjatuhkan talak
terhadap Termohon, maka sesuai Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al
Baqgarah ayat 227 yang berbunyi :

.rq_nl‘ltw_wd._‘.”wu‘_g_l.k.” |_g_:|:).£«,_3
Artinya : Dan jika mereka berazam ( bertetap hati untuk ) talak, maka
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa
perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah ( marriage
breakdown ), sehingga alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan
Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf ( f )
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf ( f )

Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat
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dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu raji
terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai,
maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj’i, hal ini berdasarkan pasal
118 Kompilasai Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan
(2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama,
maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk tercapainya ketertiban di
bidang perceraian perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama
Klungkung untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai
Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan
Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan
Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang
telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan
disebutkan dalam amar putusan ini;

Menginggat, Pasal 149 ayat (1), Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), dan

Pasal 309 R.Bg., Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,
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Pasal 49 ayat (1) huruf (a), Pasal 73 ayat (1) serta Pasal 76 ayat (1),
Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf
(f) dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan dan segala ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara
ini;
MENGADILI
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut,
tidak datang menghadap di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Permohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( ALI SUTOPO. S alias A. SUTOTO.
S bin SAMAN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon
(BECIK APSAH binti MUH SIRAT LH) di depan sidang Pengadilan
Agama Klungkung;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klungkung untuk
mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik, Kabupaten
Lombok Timur, dan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung
serta Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Singaraja, untuk
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp

346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);
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Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Klungkung pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2014 M.
bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1435 H., oleh kami Hj. MAHMUDAH
HAYATI, S.Ag, MHI. sebagai Ketua Majelis serta DAHRON, S.Ag, MSI dan
SUGIANTO, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu
juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu
oleh H. FADLULLAH, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota |, Ketua Majelis

Hj. MAHMUDAH HAYATI, S.Ag, MHI.
DAHRON, S.Ag, MSI.

Hakim Anggota ll,

SUGIANTO, S.Ag.

Panitera Pengganti,

H. FADLULLAH, BA.
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Perician biaya perkara :
1. Biaya Kepaniteraan:
e biaya pendaftaran :Rp. 30.000,-
e biaya redaksi :Rp. 5.000,-
2. Biaya proses penyelesaian perkara :
- biaya panggilan Pemohon : Rp. 75.000,-
- biaya panggilan Termohon : Rp. 170.000,-
- biaya Proses/ATK Perkara :Rp. 60.000,-
- biaya Meterai :Rp. 6.000,-
Jumlah - Rp. 346..000,-

(tiga ratus empat puluh enam riburupiah)
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